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ARTIKEL

inovasi kebijakan pemilihan kepala desa dalam mereduksi
patronase pemanfaatan aset desa di kabupaten tuban

Innovation Of Village Head Election Regulation Policy In
Reducing Patronation Of Village Asset Utilization In Tuban

District

Anto Wahyudi "~ **, Erna Setijaningrum "2
L2Universitas Airlangga

& anto.wahyudi-2019@fisip.unair.ac.id

Abstrak: Resistensi yang sangat kuat terhadap perubahan regulasi dan praktik patronase
pemanfaatan aset desa khususnya tanah bengkok. Hal tersebut diantaranya ditunjukkan
adanya penolakan dari Aliansi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014, khususnya yang mengatur tanah bengkok, telah mendesak Presiden
Jokowi segera menandatangani revisinya. Tujuan penelitian ini menganalisis dan menjelaskan
bagaimanainovasiregulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mereduksi patronase pemanfaatan
aset desa khususnya tanah bengkok. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan metodologi studi kasus untuk mengkaji Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa
dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Tuban. Adapun informan
yang dipilih dilaksanakan dengan teknik purposive sampling dan teknik snowballing dimana
data awal informan didapatkan dari satu informan kunci yang kemudian dilakukan identifikasi,
pemetaan hingga menetapkan informan-informan lainnya yang memenuhi kriteria sebagai
informan tambahan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini adalah bahwa Inovasi formulasi
regulasi peraturan kepala daerah tentang Pilkades dalam reduksi patronase pemanfaatan aset
desa melalui regulasi yang mengatur Pilkades di Kabupaten Tuban Tahun 2019, telah membuat
sejarah baru tata kelola pemerintahan desa. Bakal calon Kepala Desa rela menyerahkan
bagian hak tunjangannya dari tanah bengkok saat terpilih nantinya dengan prosentase besaran
yang di serahkan beragam. Inovasi regulasi ini tidak terdapat penolakan dalam formulasi dan
implementasinya, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam formulasi regulasi ini, antara
lain lemahnya sanksi dan kontrol dari pemerintah kabupaten dalam fungsinya sebagai peran
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga memerlukan
perbaikan dimasa mendatang.

Abstract: forceful resistance to changes in regulations and patronage practices for the use of
village assets, especially bengkok land. This was shown, among other things, by the rejection from
the Indonesian Village Government Alliance (APDESI) on Government Regulation Number 43 of
2014, especially those governing crooked land, which urged President Jokowi to Iimmediately sign
the revision. The purpose of this study is to analyze and explain how innovations in village head
election regulations (Pilkades) reduce patronage of village asset utilization, especially bengkok
land. This research method uses a qualitative method with a case study methodology to examine
Village Head Election Policy Innovations in Reducing Patronage of Village Asset Utilization in Tuban
Regency. The selected informants were carried out using purposive sampling techniques and
snowballing where the initial informant data was obtained from one key informant which was then
identified, mapped to determine other informants who met the criteria as additional informants in
this study. The findings of this study are that the innovation in formulating regional head regulations
regarding Pilkades in reducing patronage of village asset utilization through regulations governing
Pilkades in Tuban Regency in 2019, has created a new history of village governance. Prospective
Village Head candidates are willing to give up their share of entitlements from the crooked land
when elected later with varying percentages of the amount handed over. There is no objection to
this regulatory innovation in its formulation and implementation, even though there are several
deficiencies in the formulation of this regulation, including the weak sanctions and control from the
district government in its function as a role of guidance and supervision of village administration so
that it requires improvement in the future.
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I. Pendahuluan

Padatanggal 27 Mei 2015 ratusan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Aliansi
Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) demo di halaman gedung Istana Merdeka
mendesak Presiden Jokowi segera menandatangani revisi Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014, khususnya yang mengatur tanah bengkok ( ).
Demo tersebut merupakan rangkaian protes yang juga terjadi di banyak daerah
menyusul ditetapkannya PP No. 43 Tahun 2014 pada tanggal 30 Mei 2014 berisi
ketentuan teknis pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berselang 3
(tiga) tahun kemudian pada tanggal 22 Maret 2018, ribuan Kades dan perangkat desa
se-Kabupaten Jombang berunjuk rasa menuntut diubahnya Peraturan Bupati (Perbup)
Jombang No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, dinilai akan aparatur desa karena
mengatur pengelolaan tanah kas desa (TKD) khususnya bengkok wajib dimasukkan ke
dalam APBDes ( ).

Bahwa inovasi melibatkan risiko termasuk didalamnya resiko penolakan, dan ini
termasuk risiko itu sesuatu bisa inovatif tetapi tidak memenuhi kebutuhan sosial atau
ekonomi, artinya mengatasi dengan tidak tepat ( ).

Fenomena resistensi perubahan regulasi yang kuat dari rangkaian protes berakibat
ditetapkannya PP No. 47 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2015 pada 30 Juni 2015.
Begitu juga di Jombang, Perbup Nomor 10 Tahun 2018 tentang hasil pengelolaan
tanah bengkok di Kabupaten Jombang pada 22 Maret 2018 menunjukkan adanya
permasalahan dalam desain kebijakan tentang pemanfaatan TKD, termasuk di
dalamnya elemen umpan balik yang tidak terukur dengan baik.

Umpan balik berupa protes tersebut adalah bagian dari informasi yang melandasi
inovasi dan perubahan kebijakan dengan tantangan dari pengaruh elit pembuat
kebijakan, birokratisasi, formalisasi prosedur, dan pengoperasian sistem insentif
yang menghargai konservatisme ( ). Berbagai upaya untuk mengatasi
permasalahan yang ada membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan
ide baru guna menyelesaikan permasalahan yang ada melalui inovasi kebijakan.
Dalam konteks penelitian ini, kebijakan dipahami sebagai proses yang berkelanjutan
atau berada pada konteks politik-administrasi dan kebijakan diarahkan untuk
menggambarkan bagaimana para elected officials mengubah/mempertahankan
kebijakan lama. Hal-hal baru dan inovasi bergantung pada apa yang membuat
elected official atau pejabat politik terlihat baik di depan publik. Artinya preferensi
dari elected officials menentukan prioritas tujuan kebijakan ( ).
Sayangnya inovasi-inovasi yang mengatur tatakelola terhadap proses yang melahirkan
pejabat politik tersebut hanya berkisar pada tataran teknis administratif saja. Sebagai
contoh, inovasi kebijakan terbaru pada pemilu dalam pendaftaran pemilih di Amerika
Serikat, yakni pendaftaran pemilih otomatis (AVR) ( ). Inovasi yang
berkaitan regulasi pemilu tersebut hanya berkisar pada tataran teknis adminisratif,
padahal responsifitas kebijakan terhadap hasil pemilu merupakan komponen sentral
dari demokrasi. Apakah hasil pemilu otokratis juga mempengaruhi pilihan kebijakan
( ). Hal yang sama pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang merupakan
sarana memilih pejabat politik. Adapun contoh inovasiyang terkait Pilkades yang hanya
sebatas teknis administratif adalah e-voting, yakni merubah cara memilih dari manual
(mencoblos kertas) menjadi memilih melalui layar computer. Hal inijuga belum kepada
komitmen janji calon kepala terkait tanah bengkok ( ). Belumadanya
regulasi yang mengatur tentang kualitas kandidat serta dampak langsung kepada
publik/masyarakat. Dalihnya bahwa desa berhak mengatur urusannya sendiri, dengan
masyarakat desa hanya sebagai obyek elit dan regulasi yang mengaturnya. Argumen
penting dari teori elit adalah bahwa kebijakan publik tidak ditentukan oleh tuntutan
dan tindakan rakyat atau “massa” melainkan oleh elit penguasa yang preferensinya
diberlakukan oleh pejabat dan lembaga publik ( ).

Pentingnya inovasi kebijakan yang mengatur Pilkades ini karena sedikitnya campur
tangan pemerintah melalui regulasi dan keterlibatan kontrol secara langsung akan

mendorong patronase dan konflik ( ). Pilkades
memerlukan biaya yang besar baik dari APBD maupun tambahan APBDes, termasuk
biaya pribadi kandidat berdasar penelitian ( ) bahwa semua
Wahyudi & Erna. (2022). Matra Pembaruan, 6(2), 133-145 134
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kandidat Calon Kades di desa yang diteliti terlibat dalam pembelian suara massal dan
bentuk lain dari politik klientelistik. Data yang diperoleh dari Arsip Dinsos & PMD & PP
Kabupaten Tuban, Biaya dari dana APBD Kabupaten Tuban 2019 yakni sebesar Rp.
9.499.262.572,- atau rata-rata 33 juta rupiah untuk 283 Desa, serta 30 sd 80 juta
rupiah biaya dari APBDes tergantung kemampuan keuangan desa.

Dengan kondisi tersebut, proses Pilkades tentu saja diharapkan tidak hanya
menghasilkan output Kades terpilih, tetapi juga pengelolaan potensi Aset desa untuk
kesejahteraan masyarakat desa. Pilkades dan Tanah Bengkok merupakan 2 (dua)
hal yang sangat sensitif dalam tata kelola pemerintahan desa, maka inovasi regulasi
harus mengukur umpan baliknya. Umpan balik positif mendukung inovasi baru
dalam kebijakan sedangkan umpan balik negatif terhadap inovasi mempertahankan

kebijakan yang saat ini berlaku ( ).

Telah banyak penelitian yang berkaitan Pilkades dan suksesi kepemimpinan serta
berkaitan patronase antara lain dilakukan oleh ( ) membahas
penataan ulang demokrasi desa dan demokrasi patronase pedesaan Indonesia,
( ) membahas patronase politik sebagai strategi utama untuk
membangun dan memelihara basis sosial, ( ) membahas hubungan

Dana Desa dengan patron-klien yang hidup dan berkembang dalam kehidupan
masyarakat desa.

Eratnyahubunganantara Patronase disetiap hajatan politik dengan kebijakan publik
sesuai dengan yang disampaikan oleh ( ), bahwa analisis kebijakan berkaitan
dengan “siapa mendapat apa” dalam politik dan, yang lebih penting, “mengapa” dan
“apa bedanya”. ( ), meneliti praktik politik oligarki dan mobilisasi sumber
daya kekuasaan di Pilkades Desa Sitimerto pada tahun 2016 dengan hasil penelitian
menunjukkan bahwa para oligarki harus juga merangkap sebagai elit untuk dapat
mengeksploitasi sumber daya non-material untuk lebih menjamin kemenangan di
Pilkades Sitimerto.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan Pilkades dan suksesi kepemimpinan
di desa yakni, mengungkapkan bahaya patronase dan klientelisme dalam Pilkades

serentak yang dilakukan oleh ( ). Sementara itu ( )
mengeksplorasi hubungan antara kesenjangan ekonomi dan politik serta akses ke
penyediaan barang publik dengan patronase di Pakistan. ( ) membahas

penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan interaksi antara elit yang membentuk
patronase dan klientelisme yang terdiri dari patron yang dipegang oleh elit ekonomi
dengan sumber daya di era pandemi.

Penelitian yang berkaitan dengan Pilkades secara khusus dan hajatan politik
lainnya secara umum di atas, menjelaskan fenomena terjadinya patronase, termasuk
sebab dan dampaknya. Namun dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut di
atas belum ada yang fokus secara khusus membahas tentang reduksi patroanase
Pemanfaatan Aset Desa melalui inovasi kebijakan yang berkaitan tentang Pemilihan
Kepala Desa. Sehingga penelitian ini diarahkan untuk melengkapi celah (gap) tersebut
untuk menjawab bagaimana reduksi patronase Pemanfaatan Aset Desa melalui
inovasi kebijakan Pemilihan Kepala Desa yakni Perbup Tuban Nomor 20 Tahun 2018
yang pada salah satu pasalnya mengatur tentang pakta integritas calon kepala desa
berkaitan dengan pemanfaatan aset desa.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi
studi kasus untuk mengkaji Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa dalam Mereduksi
Patronase Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Tuban. Pendekatan kualitatif adalah
yang paling cocok digunakan pada konteks-konteks seperti program, kebijakan, dan
lain-lain ( ). mendefinisikan studi
kasus sebagai eksplorasi yang mendalam terhadap suatu sistem yang terbatas
yang didasarkan pada pengumpulan data yang luas. Penggunaan studi kasus pada
pendekatan kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kerangka
sejarah dan latar belakang dari terjadinya suatu peristiwa sosial yang dicapai dengan
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Masyarakat Miskin Tahun 2018.

menggunakan eksplorasidan pemahamantentangsuatu peristiwasosialyang dibentuk

oleh individu atau kelompok ( ; ). Dengan berfokus pada
subjek, studi kasus dapat mempelajari secara tepat tentang sebuah kasus sehingga
efektif apabila suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman langsung
dari suatu kasus (Stake, 2005; ).

Pengumpulandatadalam penelitianinidilakukan dengan tigateknik yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dilanjutkan dengan analisis data yang
terdiri dari empat tahapan yaitu pengumpulan data, pemadatan data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan/verifikasi ( ). Pemilihan informan dalam
penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan teknik snowballing dimana
data awal informan didapatkan dari satu informan kunci yang kemudian dilakukan
identifikasi, pemetaan hingga menetapkan informan-informan lainnya yang memenubhi
kriteria sebagai informan tambahan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data
yang komprehensif, dilakukan in-depth interview terhadap informan sejumlah 11
(sebelas) orang yang terdiri dari Kepala Bidang PMD Dinas Sosial, PP dan PMD Kab
Tuban, Kasubbag pada Bagian Hukum, 2 (dua) orang Perwakilan Kades, Perwakilan
Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 2 (dua) orang Kasi Pemerintahan
Kecamatan, 2 (dua) orang Camat, serta Kades/Mantan Kades di kawasan Tengger
Bromo.

III. Hasil dan Pembahasan

ITI.1. IdeInovasi

Inovasi telah diperjuangkan sebagai cara untuk mencoba mengatasi kebutuhan
dan masalah masyarakat yang mendesak dan mengembalikan legitimasi dalam
pemerintahan ( ). Inovasi Kebijakan Regulasi Pemilihan Kades
ini berawal dari 2 (dua) hal (Suhut, 2022), yang pertama pelaksanaan pemilihan
Kades selalu menghabiskan energi yang luar biasa banyak, selain biaya besar, baik
anggaran negara maupun dana pribadi dengan berbagai kepentingan yang mendasari,
juga biaya-biaya dalam artian resiko konflik yang menyertainya (

Konflik yang sering terjadi, selain tidak reda dalam waktu yang singkat | uga
terjadi disharmonisasi kehidupan masyarakat desa. Dampak konflik paska Pilkades
juga mengganggu proses pelayanan publik karena aksi anarkis biasanya berujung
penyegelan kantor desa ( ). Adanya biaya-biaya dan resiko yang
besar tersebut maka menjadi suatu kegelisahan jika proses Pilkades hanya menjadi
rutinitas belaka. Bahkan output Kades yang dihasilkan dari hajatan Pilkades justru
menjadi sumber permasalahan diantaranya permasalahan pidana, baik pidana yang
berhubungan dengan jabatan maupun tidak ( ).

Menurut Suhut, Pemicu kedua inovasi regulasi pilkades adalah kondisi peringkat
kemiskinan Kabupaten Tuban pada Tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (

). Harapannya, dengan adanya santunan atau program dari hasil pakta
integritas yang merupakan syarat Pilkades ini dapat membantu menurunkan angka
kemiskinan. Kategori ( ) miskin atau tidak miskin dapat dibedakan
dengan cara membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan
atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang per bulan. Tingkat kemiskinan nasional
adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional yang
telah ditentukan, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan, yakni 9,8% (

).

Rasio Jumlah Masyrakat Pada Garis
Kemiskinan

20,00
N ﬁ"'\.‘_._._._.
0,00
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 20162017 2018

Sumber: Arsip Bidang PMD Dinsos, PP & PMD Kab Tuban, 2022
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Gambar 2. Tingkat Kemiskinan
Tuban, Jawa Timur & Nasional
Tahun 2018.

Gambar 3. Persentase
Penduduk Miskin se-Jawa Timur
Tahun 2018.

Gambar 4. Grafik Data Jumlah
Penduduk Miskin Per Kecamatan
Tahun 2018.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada tahun 2018 mencapai
15,31 %, mayoritas berada di pedesaan, sehingga penanganan dari seluruh aspek
yang berdampak pada masyarakat miskin di pedesaan. Angka kemiskinan Kabupaten
Tuban dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan. Namun demikian tingkat
kemiskinan di Kabupaten Tuban masih tinggi dan berada di atas capaian Provinsi Jawa

Timur serta Nasional, sehingga perlu upaya yang luar biasa dari berbagai lini untuk
menguranginya.
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Sumber: diolah penulis, 2022

Dibandingkan dengan derah lain, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban

pada tahun 2018 berada di peringkat lima tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Timur.
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Adapun data yang menunjukkan tingkat kemiskinan yang tersebar di kecamatan-
kecamatan se-Kabupaten Tuban pada tahun 2018 disajikan pada gambar di bawabh.
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Tabel 1. Persentase Rumah
Tangga Miskin, Tidak Miskin
Tahun 2017.

Hampir semua kecamatan di Kabupaten Tuban memiliki kesamaan terkait
mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani di pedesaan. Pada Tabel 1 di
bawah ini dapat diketahui bahwa 70,50 persen penduduk miskin memiliki penghasilan
utama pada sektor pertanian, namun hanya buruh tani tanpa memiliki lahan dengan
penghasilan yang kecil.

Karakteristik Rumah Tangga Non Pertanian (%) Pertanian (%)
Rumah Tangga Miskin 29.5 70.50
Rumah Tangga Tidak Miskin 48.15 51.85

Sumber: Susenas 2017 diolah penulis, 2022

Menyikapi kondisi tersebut di atas membutuhkan adanya inovasi kebijakan
publik di seluruh sektor, termasuk ranah pemerintahan desa dengan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (Dinsos, PP & PMD Kabupaten Tuban) sebagai leading sector nya. Rumusan
ide inovasi regulasi yang mengatur Pilkades ini oleh Tim Perumus Perubahan Perbup
kemudian diajukan kepada struktur birokasi secara berjenjang. Ide ini sejalan dengan
garis perintah dari Bupati Tuban selaku top leader Pemerintah Kabupaten Tuban
bahwa kondisi peringkat kemiskinan di Tuban yang tidak beranjak dari 5 (lima) daerah
termiskin di Provinsi Jatim dalam kurun 10 Tahun terakhir harus berubah menjadi
lebih baik ( ).

Pada proses ini Bidang PMD berperan pengembangan alternatif kebijakan untuk
mengatasi masalah dalam agenda publik. Perumusan kebijakan terjadi di birokrasi
pemerintah, dengan staf tetap dipandu oleh apa yang mereka tahu diinginkan oleh
pemimpin mereka ( ).

IT1.2. Patronase Pemanfaatan Aset Desa

Pada berbagai penelitian sebelumnya, telah dipaparkan bahaya patronase khususnya
berkaitan dengan Pilkades ( ). Patronase berarti ‘pelindung’
dari bahasa Spanyol patron, yang berarti orang dari kekuasaan, status, otoritas dan
pengaruh ( ). Kajian tentang kaitan antara Kebijakan Publik dan Politik selalu
menjadi bahasan yang menarik, mengingat bahwa kebijakan selalu bersinggungan
erat dengan kepentingan elit, kekuatan politik, dan aktor politik. Terlepas bahwa politik
yang mengarahkan kebijakan ataukah kebijakan yang menentukan politik. Publik
seringkali hanya menjadi obyek dan tidak memahami proses tersebut, tidak melihat
di mana kekuasaan terletak, bagaimana hal itu membentuk kebijakan, dan untuk
tujuan apa ( ). Ketidakmampuan publik mengakses dan mempengaruhi
kebijakan ini salah satunya berakar dari patronase yang terpengaruh oleh feodalisme
yang masih sangat kuat di negara ini meskipun pada setiap level tersebut pimpinan
tertingginya dipilih melalui proses yang demokratis.

Kebijakan Publik yang berkaitan dan berakar dari praktek patronase sebagai
“distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat
politik, dan secara khusus, sumber daya material didistribusikan melalui jaringan
klientelistik yang berbasis pada relasi kekuasaan personal ( ). Adapun
Patronase dan pengaturan TKD atau Bengkok merupakan warisan dari ikatan
Feodalisme di pedesaan, dengan mayoritas penduduknya adalah petani berpengaruh
terhadap perbedaan penguaasaan lahan. Dibawah ikatan feodalisme patron-klien
membentuk bagian dasar dari sistem kepemilikan lahan dan produksi pertanian, dan
mereka bertahan di daerah pedesaan”. ( ).

Tujuan negara menjadi pedoman segala kegiatan yang dilakukan oleh negara,
menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara (pemerintahan) serta
kehidupan rakyatnya. Adapun tujuan NKRI tertuang dalam pembukaan UUD 1945
alinea ke-4, antara lain yakni memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
Negara kesejahteraan mengacu konsep negara yang berfokus memastikan berbagai
hak-hak sosial disediakan untuk semua warga negara. Dalam negara kesejahteraan,
pemerintah memainkan peran penting dalam menyeimbangkan sosial ketidaksetaraan
dengan menyediakan atau mensubsidi manfaat dan layanan sosial ( ).
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Tabel 2. Ringkasan Tipologi
Desa.

Berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan welfare state ini dirasa
belum berhasil sehingga menjadisebuah policy gap, yaitu prediksiyang tidak sempurna
dan berakibat menjadi implementation gap ( ). Sebuah kondisi
situasi kesenjangan antara perencanaan dan capaian kenyataan ( ).

Pentingnya inovasi kebijakan yang mengatur Pilkades ini karena sedikitnya campur
tangan pemerintah melalui regulasi dan keterlibatan kontrol secara langsung akan
mendorong patronase dan konflik ( ). Pada
bagian permasalahan naskah akademik RUU Desa dijelaskan, secara struktural
terdapat beberapa pertanyaan substansial yang muncul. Bagaimana kedaulatan
rakyat di tataran akar rumput (Desa) yang menjadi harapan dan cita-cita para pendiri
bangsa, amanat konstitusi serta kehendak rakyat. Didalamnya juga bagaimana
mengatasi persistent poverty, cyclical poverty, seasonal poverty, dan accidental poverty
yang ada di Desa. Sedangkan aset desa yang diharapkan menjadi bagian solusi tetap
terjebak dalam elite capture yang meski dibungkus kerjasama antara Desa dengan
pihak ketiga. Lazim terjadi, Kades maupun elite lokal membuat keputusan antara
mereka sendiri menjual/menyewakan TKD atau tanah ulayat kepada pihak ketiga,
yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan elite lokal tanpa melibatkan warga desa
bahkan justru merugikan masyarakat desa.

Tipe Desa Deskripsi Daerah

Ada Adat, tetapi tidak ada Desa.  Adat sangat dominan. Desa tidak Papua
punya Pengaruh.

Tidak ada Adat, tetapi ada Desa ~ Desa Modern sudah tumbuh Jawa, sebagian besar Sulawesi,
Pengaruh adat sangat keil. kuat. Kalimantan Timur, Sebagian
Sumatera.

Integrasi antara Desa dan Adat.  Adat dan Desa sama-sama kuat. ~ Sumatera Barat
Terjadi Kompromi keduanya.

Dualisme/Konflik antara Adat Terjadi Dualisme Kepemimpinan  Bali, Kalimantan Barat, Aceh,
dengan Desa. Pengaruh Adat lokal, Pemerintahan Desa tidak NTT, Maluku.
jauh lebih kuat ketimbang Desa.  Efektif.

Tidak ada Desa tidak ada Tidak ada Demokrasi Lokal. Wilayah Perkotaan.
Adat. Kelurahan sebagai unit
Administatif (Local Government).

Sumber: Naskah Akademik RUU Desa, Dirjen PMD, 2007

Bagaimanadengan hak asal-usulyang menjadi pijakan penolakan pengaturan tanah
Bengkok? Kondisi terakhir desa-desa di Jawa hampir sudah tidak ada adat sebagai
dasar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di desa. Bahkan 4 (empat) desa di
sekitar gunung bromo tengger yang diakui sebagai kawasan dengan adat yang masih
erat melekat tidak memiliki tanah bengkok ( ). Penguasaan pengelolaan
kawasan gunung tengger berada di bawah pemerintah pusat langsung melalui Balai
Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) (

). Dalam perjalanannya, definisi desa berikut
tata kelola pemerintahannya beriring dengan campur tangan pengaturan pemerintah
di atasnya. Pemerintahan di desa-desa Jawa sekarang seperti halnya di daerah
Negorogung di zaman lampau, atau kelurahan di masa sekarang (

). Desa di Jawa adalah desa modern dengan hampir seluruh urusan habis dibagi
oleh pemerintahan di atasnya yakni pusat dan daerah. Desa hanya mengerjakan
urusan “sisa” (

Jika dirunut, upaya merubah pengelolaan TKD yang bertujuan untuk kemajuan
desa telah dimulai pada (

). Konsiderannya menyebutkan, peraturan
tata-perdesaan yang ada masih mengandung unsur-unsur dan sifat-sifat kolonial-
feodal sehingga harus diganti. Cara penggunaan dan penyelenggaraan harta-benda
kekayaan dan cara pemungutan dan pengusahaan sumber-sumber penghasilan
Desapraja itu seterusnya setiap waktu dapat diperbaharui, diubah dan ditertibkan
kembali dengan keputusan Badan Musyawarah Desapraja. Agar Desapraja dapat
menggunakan sebaik-baiknya segala harta-benda kekayaannya dan memperkaya
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sumber-sumber penghasilan sesuai dengan tuntutan kemajuan yang hendak dicapai,
sesuai pula dengan kepentingan pelaksanaan tugas-kewajibannya.
Kemudian (

), Bagian VII, bahwa Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Anggaran yang terdiri
dari hasil tanah-tanah Kas Desa. Tanah bengkok telah diistilahkan sebagai “tanah
kas desa”. Sedangkan menurut ( ) pasal 4,
menyebutkan bahwa pengaturan regulasi bertujuan “mendorong prakarsa, gerakan
dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset desa guna
kesejahteraan bersama”. Adanya kesenjangan antara teks regulasi nasional dan
konteks praktik yang terjadi terhadap pemanfaatan Aset desa memerlukan dorongan
inovasi kebijakan regulasi lokal dengan memanfaatkan momentum Pilkades (

).

ITI.3. Inovasi Perumusan Kebijakan

Radar Tuban (afiliasi harian Jawa Pos) pada tanggal 27 Juli 2022 halaman 13, Kabid
PMD Dinsos, PP & PMD Kabupaten Tuban Suhut S.Sos, mengatakan penetapan pakta
integritas integritas bagi setiap cakades merujuk pada (

) pasal 77 ayat 1. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan
azas kepentingan umum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, kepastian
ekonomi. Pada ayat 2, pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa ( ).

Pengaturan kebijakan yang eksplisit merubah pemanfaatan aset desa tidak diatur
dalam regulasi pemerintah dan tidak diwajibkan untuk diatur di regulasi pemerintah
daerah namun hanya berbunyidorongan prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat
Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama (pasal
4 huruf d UU 6 Tahun 2014). Sehingga inovasi di Kabupaten Tuban ini merupakan
pilihan yang diambil sejalan dengan definisi kebijakan publik, yakni apapun yang
dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan ( ). Bagaimana
bentuk inovasi tersebut? Penjelasan dari Kabid PMD Dinsos & PP & PMD Adalah
sebagai berikut:

Inovasi kebijakan yang bertujuan merubah tata Kelola aset desa khususnya TKD
di kabupaten Tuban ini secara teks tidak tertulis jelas, namun berupa dorongan atau
pintu untuk mencapai tujuan tersebut yang antara lain optimalisasi sumber daya desa,
dengan merubah praktik pemanfaatan aset desa hanya untuk elit dan kepentingan
segelintir masyarakat desa serta mencegah fenomena politik uang pilkades. Hal yang
lumrah terjadi, sehingga inovasi dan perubahan kebijakan akan menghadapi resistensi
dari pengaruh elit pembuat kebijakan ( ). Pilkades dipilih sebagai pintu
masuk untuk ide utama dalam menyiasati kebuntuan regulasi, karena resiko terendah
penolakan terhadap praktik pengelolaan aset desa. Sehinggga mengurangi risiko
termasuk didalamnya resiko penolakan ( ). Ide penerapan
inovasi kebijakan publik melalui kontrak politik/pakta integritas calon Kades saat
mendaftar mengikuti Pilkades dengan menandatangani kesanggupan yang sifatnya
sukarela menyerahkan aset desa atau bengkok yang secara tradisi dikuasai oleh Kades
untuk dimanfaatkan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di pedesaan (

). Dalam perumusan inovasi ini memanfaatkan apa yang membuat elected official
atau pejabat politik ingin terlihat baik di depan public (

Pada pasal 32 Perbup No. 20 Tahun 2018 dijelaskan ada syarat pakta integritas
yang harus dipenuhi apabila terpilih menjadi Kades. Surat permohonan tertulis harus
dilampiri persyaratan administrasi meliputi Pakta integritas bila terpilih menjadi
Kades. Inovasi melalui teks regulasi pilkades di atas mencoba merubah apa yang
dinamakan ( ) sebagai kebijakan yang menjadikan publik/warga desa
hanya sebagai obyek semata. Berikut ketentuan lain-lain dalam Perbup dimaksud:
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Gambar 5. Ketentuan lain-lain
Peraturan Bupati Tuban Nomor
20 Tahun 2018.

Gambar 6. Pemasangan Pakta
Integritas di Tempat Strategis di
Desa Setempat.

BAB XIIl KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

(1) Bakal calon Kepala Desa wajib membuat pakta
integritas apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

(2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah janji/komitmen bila terpilih menjadi Kepala
Desa, akan berik kepada kat
miskin di Desa.

(3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersumber dari Tanah Kas Desa (TKD) yang secara

tradisional dikelola oleh Kepala Desa.

Selain pakta integritas pemberian santunan yang

bersumber dari Tanah Kas Desa (TKD) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat membuat
pakta integritas lainnya yang merupakan jan]i sesual
dengan visi misi calon Kepala Desa,

(5) Pakta integritas lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), diantaranya adalah komitmen memberikan
prioritas  anggaran dari dana APBDesa untuk

dan program sosial lainnya.

(6) Santunan darl Tanah Kas Desa (TKD) yang secara
tradisional dikelola oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan komitmen memberikan
prioritas anggaran dari dana APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus bisa diukur secara
kuantitatif.

(7) Pakta integritas yang memuat komitmen sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama menjabat

(4

menjadi Kepala Desa.

(8) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
ditandatangani oleh calon Kepala Desa di atas kertas
bermaterai cukup.

(9) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
juga dicetak pada banner ukuran paling kecil 2 x 3
meter, dan ditempatkan pada tempat yang strategis.

Sumber: Arsip Bidang PMD Dinsos, PP & PMD Kab Tuban, 2019

Dalam rumusan inovasi pada Perbup ini terdapat penekanan-penekanan yakni:

1. Bakal Calon Kades wajib membuat pakta integritas berisi janji/komitmen bila
terpilih menjadi Kades, akan memberikan santunan kepada masyarakat miskin
di desayang ditandatangani di atas kertas bermeterai Santunan tersebut berasal
dari bengkok/TKD tunjangan Kades, tanpa batasan minimal dan maksimal
prosentase.

2. Bakal calon Kades dapat membuat pakta integritas tidak terbatas hanya pada
santunan dari bengkok/TKD. Termasuk komitmen proritas anggaran APBDes
untuk pengentasan kemiskinan dan program sosial lainnya, yang dapat diukur
secara kuantitatif.

3. Sebagai kewajiban sosialisasi kepada warga desa, pakta integritas tersebut
wajib dicetak pada banner dengan ukuran terkecil 2x3 meter ditempatkan pada
lokasi yang strategis.

Sumber: Arsip Bidang PMD Dinsos, PP & PMD Kab Tuban, 2019

ITII.4. Umpan Balik

Terdapat reaksi yang sangat berbeda terhadap substansi regulasi antara Peraturan
Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 vs PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga Perbup Nomor 1 Tahun 2018
tentang hasil pengelolaan tanah bengkok di Kabupaten Jombang pada 22 Maret 2018.
Terkait inovasi perubahan regulasi Pilkades, Dinas PMD mengadakan diskusi-diskusi
internal. Terjadi debat dan saran masukan termasuk benchmark kejadian penolakan-
penolakan terhadap perubahan pengaturan TKD khususnya bengkok, di antaranya
penolakan PP No 43 Tahun 2014 & Perbup Jombang No 1 Tahun 2018.
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Gambar 7. Contoh pakta
integritas 100%.

Diskusi-diskusi tersebut mengukur, mempertimbangkan manfaat, resiko, tata
kelola, sampai dengan istilah yang dipakai juga dipertanyakan. Maka adopsi istilah
yang dipakai adalah pakta integritas, menyepadankan dengan syarat administrasi
pekerjaan kontraktual atau pakta integritas dalam praktek birokrasi. Rumusan
perubahan kemudian disampaikan dalam rapat-rapat dengan pihak kecamatan,
Bagian Hukum juga stakeholder terkait diantaranya asosiasi Kades, asosiasi BPD
(Badan Permusyawaratan Desa), Juga Persatuan Perangkat Desa ( ).

Jemmy Tristantono Ketua DPC PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah
Seluruh Indonesia) Kabupaten Tuban sekaligus Kades Sambonggede Kecamatan
Merakurak menyampakan bahwa kebijakan Pakta integritas Pilkades di tahun 2019
ada sisi positif dan negatifnya. Untuk sisi positifnya, Pertama, Pakta integritas ini
bisa dipakai sebagai media penegasan tanggung jawab sosial seorang Kades kepada
masyarakatnya yaitu terutama tanggung jawab sosial bagi masyarakat miskin. Kedua,
dengan Paktaintegritas ini bisa membantu masyarakat miskin untuk sedikit mencukupi
biaya atau kebutuhan hidupnya. Adapun sisi negatifnya, yang pertama terkesan ada
muatan politis karena kebijakan ini terlahir ketika Kabupaten Tuban dinobatkan sebagai
daerah nomor 5 termiskin di Jawa Timur, yang ke-2. Hal ini juga bisa menjadi bumerang
bagi teman-teman Kades karena sebagai calon Kades yang mungkin elektabilitasnya
rendah saat pencalonan maka akan menggunakan strategi Pakta integritas ini untuk
menaikkannya. Biasanya mengalokasikan dengan porsi yang sangat besar maka
juga bisa sampai 100% bengkoknya itu dibagikan kepada masyarakat agar bisa
memperoleh elektabilitas. Ketika calon itu terpilih dan menjadi Kades maka mereka
sudah tidak menikmati hasil bengkok sebagai tambahan tunjangan Kades. Ketiga,
tidak bisa dikatakan sebagai kebijakan atau program pengentasan kemiskinan, namun
hanya sekedar memberi kebutuhan hidup atau sedikit memberi tambahan makan
bagi masyarakat miskin itu saja. Karena pengentasan dan pengurangan kemiskinan
itu masyarakat harus bisa menghidupi dirinya dan keluarganya dengan ketersediaan
lapangan kerja pemanfaatan sumber daya alam, adanya peluang usaha sehingga
masyarakat itu bisa menangkapnya dan setidaknya berpenghasilan sesuai standar
yang sudah ditentukan. Maka, ke depannya agar lebih disempurnakan atau direvisi
adanya tanggung jawab sosial selain untuk memberikan bantuan kepada masyarakat
miskin tetapi harus ada pula untuk tanggung jawab sosial terkait penyediaan lapangan
kerja atau semisal memperbesar perputaran uang di Desa sehingga seperti itu bisa
benar-benar mengurangi kemiskinan (

Nama : SUHARTONO, 5.S0s.1

TTL : TUBAN, 19 April 1980

Pendidikan =81

Pekerjaan : GURU

Alamat : Dsn. Lingit RT 08 RW 01 Ds. Klotok

Dengan ini ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa
apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa Klotok Kecamatan
Plumpang Kabupaten Tuban, bersedia :

1. Memberikan hak pengelolaan selurubh Tanah Kas Desa
yang menjadi hak jabatan saya selaku Kepala Desa,
sebagai anggaran Kegiatan : pembangunan masjid,
pemberdayaan masyarakat RT, dan pemberdayaan
pemuda *)

. Menganggarkan dari dana APBDesa untuk program
pengentasan kemiskinan dan program sosial lainnya; dan

3. Pemberian santunan, beasiswa dan penganggaran dari

dana APBDesa untuk program pengentasan kemiskinan
dan program sosial lainnya, akan saya laksanakan setiap
tahun selama saya menjabat sebagai Kepala Desa.

"

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-
benarnya tanpa unsur paksaaan dari pihak manapun sebagai
janji saya bila terpilih menjadi Kepala Desa Klotok dan apabila
dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhinya, maka saya
bersedia diambil tindakan hokum sesuai dengam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Klotok, 2 Apil 2019
Balkal Calon Kepala Desa Klotok

Sumber: Arsip Kasi Pemerintahan Kecamatan Plumpang, 2019

Wahyudi & Erna. (2022). Matra Pembaruan, 6(2), 133-145 142
https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.133-145



MATRA PEMBARUAN Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa Di
Jurnal Inovasi Kebijakan Kabupaten Tuban

Suhartoyo, Kades Klotok, pada Pilkades 2019 menandatangani pakta integritas
dengan menyerahkan seluruh hasil pengelolaan tanah bengkok untuk membantu
warga miskin di desanya serta program lainnya. Suhartoyo menegaskan bahwa niatnya
dalam mencalonkan diri sebagai Kades bukan memperkaya diri, melainkan mengabdi
kepada masyarakat karena seluruh hasil pengelolaan tanah bengkok yang biasanya
menjadi hak nya dengan besaran kurang lebih 350 Juta Rupiah per tahunnya seluas
8 ha di Desa Klotok Kecamatan Plumpang selama 6 (enam) tahun dikembalikan ke
desa, dikelola oleh desa untuk kepentingan masyarakat ( ). Hal ini tentu
membalikkan pemahaman lama yang sudah berakar menjadi kebiasaan di desa bahwa
pilkades adalah sarana merebut prestise kekuasaan berikut penguasaan kekayaan
desa, sebuah fenomena berbeda berkaitan dengan demokrasi di desa (

).

Salah satu komponen penting dalam pemerintahan desa selain Kades adalah
BPD. Budiono Sekjen Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS)
Tuban sekaligus BPD Desa Rahayu memberikan beberapa penekanan Kebijakan
pakta integritas Kades yang ada di Kabupaten Tuban. Asosiasi BPD Kabupaten Tuban
sangat mendukung dengan adanya inovasi program pakta integritas Kades yang ada di
KabupatenTubaninisebagailangkahawalKabupaten TubanmelaluiDPMD memberikan
kebijakan yang pro dengan masyarakat miskin di desa. Pertama, masyarakat yang
ada dibawah ini juga merasa terbantu. Kedua memberikan sebuah perbedaan pada
waktu Pilkades yang dulunya hanya mengandalkan uang/money politic tapi dengan
adanya Pakta integritas ini, permainan-permainan uang ini terkurangi karena calon
Kades mengandalkan program kerja mereka untuk kepentingan masyarakat yang
ada di desa. Bagaimana bisa mensejahterakan & memberikan pelayanan terbaik
untuk masyarakatnya. Kades dituntut untuk memberikan sebagian haknya untuk
masyarakat yang ada di desa ( ). ( ) menyebut hal ini
sebagai pencegahan patronase sejak proses di hilir, terjadi saat proses perancangan
anggaran dan regulasi yang mengaturnya. Upaya hilir dari pencegahan patronase yang
mengahasilkan money politic pada pilkades di Kabupaten Tuban ini direduksi sejak
sosialisasi dan proses pendaftaran bakal calon kades.

Konsep welfare state oleh ( ) dalam proses reduksi patronase
di regulasi pilkades ini dapat ditemui pada penekanan ketiga dari Budiono. Pakta
integritas ini, bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban.
Sebagai BPD di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban juga selalu mengawal
dengan adanya Pakta integritas ini. Kades setiap tahun selalu memberikan yang sudah
dia janjikan kepada masyarakat desa untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang
mampu. BPD juga selalu mengawal agar hal itu bisa dilaksanakan dengan baik dan
penuh tanggung jawab. Dengan Kedepannya mudah-mudahan ini bisa mengurangi
angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban. Kelemahan dari pakta integritas
ini adalah kurangnya pengawalan, pengawasan dari pemerintah Kabupaten Tuban
dalam pelaksanaannya. Karena terlihat setelah Calon Kepala Desa ini menjadi Kepala
Desa banyak/ada sebagian besar yang sudah lupa dengan apa yang mereka janjikan
kepada masyarakat desa, yaitu yang tertuang di dalam Pakta integritas Calon Kades.
Asosiasi BPD siap membantu untuk pengawasan dalam pelaksanaan ini karena
yang tahu mungkin juga di desanya masing-masing. Asosiasi menuntut anggotanya,
untuk melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan Pakta integritas Kades agar
ini tidak menjadi seremonial pada awal pemilihan. Budiono memperkirakan, Kades
terpilih yang melaksakan pakta integritas hampir 90%. Mungkin ada 10% yang belum
melaksanakan. Harapannya dengan Pakta integritas ini juga menjadi pembelajaran
untuk kabupaten-kabupaten yang lain yang belum melaksanakan seperti ini, karena
ini sangat bagus untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa agar Kades yang jadi
ini juga peka terhadap masyarakat desanya. Pada saat Rakerda asosiasi BPD Jawa
Timur Tahun 2021, program dari pakta integritas diutarakan di dalam Rakerda DPD
se-jawa Timur agar ini juga bisa diusulkan ke pemerintah kabupaten masing-masing.
Terpenting dari program ini bisa menjadi acuan, bahwa menjadi Kades itu tidak melulu
dengan money politic atau tidak melulu dengan uang yang banyak, tetapi mereka bisa
berperang dengan program-program untuk memajukan desanya masing-masing.
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Sebagai Pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Tuban dan sebagai BPD desa Rahayu
sangat mendukung adanya program ini dan semoga ini bisa diperbaiki lebih baik lagi
programnya seperti apa, pengawasan seperti apa, pelaksanaan seperti apa, agar
ini bisa menjadi program unggulan yang ada di Kabupaten Tuban, khususnya untuk
mensejahterakan masyarakat desa yang ada di Kabupaten Tuban ( ).
Pernyataan dari perwakilan BPD ini senada dengan materi beritadari harian radar tuban
tanggal 27 Juli 2022, Kabid PMD menjawab pertanyaan wartawan bahwa Pemerintah
Kabupaten Tuban tidak dapat mengontrol satu-persatu tapi memang ada yang tidak
menepati janji, namun persentasenya lebih banyak yang merealisasikan. Punishment
atau sanksi secara regulasi memang lemah, hanya sanksi moral dari masyarakat
karena tidak diatur dalam regulasi ( ). Umpan balik dari pihak lain
semisal Kasi Pemerintahan di Kecamatan, Camat, maupun Bagian Hukum termasuk
Ketua PPDI sebagai representasi perangkat desa, juga informan dari wartawan secara
umum senada. Bahwa inovasi terkait pakta integritas dalam regulasi pilkades adalah
hal yang baik. Hal tersebut dapat difahami karena titik resistensi inovasi regulasi
ini adalah pihak calon Kades. Dalam aktifitas politik prinsip Harold Lasswell dalam
( ), kebijakan adalah ‘siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana’ dalam
masyarakat, tentu masih relevan.

IV. Kesimpulan

Inovasi kebijakan regulasi tentang Pilkades dalam reduksi patronase pemanfaatan
aset desa melalui kebijakan yang mengatur Pilkades di Kabupaten Tuban telah
membuat sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan desa. Pintu masuk pilkades
memposisikan bakal calon kades untuk rela menyerahkan bagian hak tunjangannya
dari TKD khususnya tanah bengkok saat terpilih menjadikan regulasiini tidak mendapat
penolakan dalam implementasinya.

Isu kemiskinan menjadikan bakal calon Kades enggan dipersepsikan sebagai calon
kades yang medit atau pelit). Adapun besaran yang di serahkan dalam pakta integritas
calon kades beragam. Namun demikian terdapat beberapa kekurangan dalam
regulasiini, antara lain lemahnya sanksi dan kontrol dari pemerintah kabupaten dalam
fungsinya sebagai peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa. Kekurangan penelitian ini adalah hanya meneliti reduksi patronase pemanfaatan
aset desa saja, belum inovasi lainnya sebagai implikasi penerapan regulasi. Hal lainnya
dari kekurangan penelitian ini adalah analisa yang terkait tahapan kebijakan, sehingga
memerlukan penelitian lain yang lebih secara terperinci .
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